BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

"3 BAWASLU

Sekretariat : JI. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
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Nomor : 1839/PM.03.02/K.JT-20/11/2024 Purbalingga, 21 November 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga

Di -

1.

Tempat

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547),

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



-

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Imbuan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan

sengketa Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga

mengimbau kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk :

a.

@ =~ 0o a

Memastikan kesiapan ketersediaan dan distribusi logistik Pemilihan di setiap TPS
dan memastikan keamanan setiap logistik Pemilihan sehingga logistik dapat
sampai dengan kondisi baik di setiap TPS satu hari sebelum hari pemungutan
suara;

Bahwa dalam proses pendistribusian logistik Pemilihan, agar KPU Kabupaten
Purbalingga tetap memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan
dalam proses distribusi Logistik;

Memastikan KPPS memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada
Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
tanggal pemungutan suara;

Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;

Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;

Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
Memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
Memastikan kesiapan TPS dalam menjamin aksesibilitas terhadap penyandang
disabilitas;

Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan
ruang gerak yang terbatas; dan



j.  Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas

TPS meliputi seluruh TPS.
Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. PIlt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.



